BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

1.1 Simpulan
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor memberikan peran Yyang besar dalam

penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Surabaya Utara.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selalu melampaui target
yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa
realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tergolong sangat efektif.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli
Daerah tergolong baik, dimana nilai kontribusi Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sebesar 49,52%.

3. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah
Surabaya Utara pada Tahun 2016 tidak mencapai target yang
telah ditetapkan. Namun, rata-rata realisasi Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Utara pada Tahun
2013-Tahun 2017 tergolong sangat efektif.

4. Nilai kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wilayah
Surabaya Utara dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 sangat
fluktuatif. Tetapi, sejak Tahun 2013-Tahun 2017 nilai kontribusi
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tergolong baik dengan
nilai 40,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah.
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1.2 Keterbatasan

1.

Masalah survei pengumpulan data yang terbatas, sehingga tidak
mendapatkan data di seluruh bagian Kota Surabaya. Sehingga,
dalam penelitian ini mengambil satu baagian di Wilayah
Surabaya Utara. Keterbatas waktu wawancara dengan pihak
yang memiliki pengetahuan akan sumber data yang dibutuhkan.
Hal tersebut dikarenakan pihak yang bersangkutan memiliki
waktu yang terbatas.

Penelitian ini tidak memperhitungkan tingkat efisiensi. Artinya
bahwa penelitian ini tidak membandingkan realisasi penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dengan biaya yang harus ditanggung dalam
meningkatkan penerimaan. Hal tersebut dikarenakan biaya yang
ditanggung bersifat tidak dapat diprediksi, sehingga jika
diperbandingkan dengan realisasi penerimaan maka hasil yang

diperoleh akan tidak akurat.

1.3 Saran

Demi peningkatan penerimaan daerah wilayah Surabaya

Utara, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1.

Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian
secara menyeluruh di Kota Surabaya untuk lebih mengetahui
efektivitas dan kontribusi secara menyeluruh di Kota Surabaya.

Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian

secara lebih akurat dalam memperoleh data dan lebih mendalam
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dalam pembahasannya dengan memperhitungkan realisasi biaya
yang telah dikeluarkan dalam mencapai realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dimasing-masing sektornya.
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